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Untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi Pengawasan Kampanye
Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menetapkan pembentukan Pokja
Pengawasan Netralitas ASN, TNI DAN POLRI pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
Dasar Hukum Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kalimatan Tengah adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa
Proses Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan
Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum
Terpadu; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023
tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023
tentangPencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye
Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Peraturan Bawaslu mulai berlaku pada tanggal diundangan 14 November 2023
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